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ABSTRAK 

 

Penanaman Modal sangatlah berpengaruh bagi perkembangan dan juga 

kemajuan bangsa Indonesia karena dengan adanya Penanaman Modal Asing 

maka Pemerintah Indonesia dapat menarik para investor asing untuk 

menanamkan sahamnya atau dananya ke Indonesia sehingga membantu 

masyarakat Indonesia untuk mengurangi akan penggangguran untuk rakyat 

yang ada di Indonesia khususnya daerah yang disepakati oleh masing-masing 

pihak yang bersangkutan. Dalam hasil penelitian tesis ini mengacu pada 

pokok permasalah mengenai tanggung jawab investor dalam melakukan 

kegiatan penanaman modal bersama masyarakat dilokasi tempat 

berlangsungnya kerjasama untuk membangun kemajuan bangsa Indonesia. 

Tidak lah sedikit hambatan ataupun kendala-kendala yang di alami oleh 

investor maka dari itu masalah sering muncul dan harus ada dasar hukum 

juga kepastian hukum agar adanya keteraturan dalam kerjasama dan juga 

semua merasa saling menguntungkan antara investor dan masyarakat. 

Penelitian  ini dapat disimpulkan Tanggung jawab penanam modal 

diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas 

kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan 

yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggungjawab 

penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang 

sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan 

kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

 

A. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun dan untuk itu 

dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan adanya modal atau investasi 

yang amat besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia dimulai sejak 

tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing (PMA) JO Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang 

penanaman modal negeri. Salah satu yang menjadi kemungkinan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah masuknya modal asing, 
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khususnya penanaman modal baik modal dalam negeri maupun asing. 

Dengan masuknya modal asing maupun modal dalam negeri dalam 

penanaman modal telah mempercepat modernisasi di Indonesia. 

Penanaman modal sangat penting artinya ditengah-tengah keterbatasan 

pemerintah dalam membiayai segala jenis kebutuhan pembangunan, untuk 

pemerintah merangsang partisipasi sektor swasta untuk menyukseskan 

program pembangunan nasional. Penanaman modal menjadi salahsatu 

altenatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan 

modal dalam melancarkan pembangunan nasional. Penanaman Modal asing 

sangatlah dibutuhkan oleh bangsa Indonesia demi kemajuan negara 

Indonesia.  

Dampak yang sangat terasa dengan terjadinya globalisasi yakni arus 

informasi begitu cepat sampai di tangan masyarakat. Jadi tidaklah 

mengherankan, jika berbagai pihak khususnya dikalangan pebisnis berlomba 

memburu informasi, sebab siapa yang mampu menguasai informasi dengan 

cepat, maka dialah yang terdepan. Demikian juga halnya arus transportasi 

dari satu negara ke negara lain dapat begitu cepat dan mudah diakses oleh 

masyarakat. Hal ini semua tentu berkat dukungan teknologi yang terus 

digunakan dan dikembangkan oleh para ahlinya. Dengan semakin dekatnya 

batas antara satu negara dengan negara lainnya maka peluang untuk 

berinvestasi, terlebih lagi hampir semua negara dewasa ini sudah membuka 

diri bagi investor asing sangat terbuka luas..
2
 

Untuk itu, cukup beralasan jika setiap negara saling bersaing untuk 

menarik calon investor khususnya investor asing (Foreign Direct Investment, 

FDI) untuk menanamkan modal dinegaranya. Dalam suasana seperti ini 

peluang yang begitu terbuka di era globalisasi
3
 agaknya perlu disikapi secara 

positif.  Seperti yang dikemukakan diawal tulisan ini, perdebatan tentang 

globalisasi itu sendiri hingga saat ini masih berlangsung.
4
  

Namun apapun alasannya, terjadinya globalisasi dalam berbagai hal 

termasuk dalam penanaman modal suatu hal sulit dihindari. Satu hal yang 

pasti bahwa transformasi, penetrasi, modernisasi, dan investasi merupakan 

bagian dari banyak hal yang akan memberi ciri sebuah dunia global yang 

tidak lagi mengenal batas-batas teritorial. Dalam suasana seperti ini penting 
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untuk disadari bahwa memasuki arena pasar global, tentunya harus disertai 

persiapan yang matang dan terintegrasi terlebih lagi jika ingin mengundang 

investor asing.
5
 

Dari segi manfaat ada dua akibat utama dari penanaman modal yang 

menguntungkan Indonesia. Pertama meningkatnya pendapatan riil yang 

tercermin dari pada peningkatan upah gaji konsumen atau peningkatan 

penerimaan pemerintah. Kedua adanya manfaat-manfaat tidak langsung 

seperti diperkenalkannnya teknologi dan pengetahuan baru.  

Banyak kendala yang muncul sehubungan dengan aplikasi penanaman 

modal memberikan gambaran nyata betapa tidak mudahnya menarik minat 

penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tersedianya 

berbagai infrastruktur yang cukup memadai bukanlah jaminan utama untuk 

dapat menarik penanam modal tersebut tetapi diperlukan pula berbagai 

inisiatif guna mendorong aplikasi penanaman modal lebih banyak lagi ke 

Indonesia. Dengan kata lain, diperlukan sebuah strategi pengembangan 

penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar dapat 

mengeliminasi setiap kendala yang muncul dan menjadi faktor penghambat 

dalam menarik minat modal asing untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia.  

Untuk mencegah timbulnya dampak negatif sekaligus untuk mengatur 

agar manfaat dari penanaman modal tetap optimal maka pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal dimana Undang-undang ini memiliki 40 Pasal yang diundangkannya 

pada tanggal 26 April 2007.Pasal 14-16 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

penanaman modal berisikan tentng hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

penanaman modal. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan para 

penanam modal mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab penanaman 

modal. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Mengingat peranan penanaman modal sangat penting bagi 

perkembangan suatu negara, adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis 

ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Investor dalam Penanaman 

Modal di Indonesia. 

2. Faktor-faktor apa yang  menjadi kendala dari pelaksanaan Tanggung 

jawab Investor dalam Penanaman Modal di Indonesia. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertempat di seluruh Negara ASEAN tapi lebih khusus 

untuk kemajuan Negara Indonesia. Penelitian ini di mulai pada Bulan 
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September 2011. Dalam hasil penelitian tesis ini menggunakan metode 

penelitian yaitu penelitian normatif. Pada penelitian hukum yang diteliti 

bersifat kepustakaan dan juga di ambil konsep dari kaidah atau norma-norma 

yang berlaku pada penanaman. Biasanya, Pada penelitian hukum normatif 

yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan 

hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer adalah bahan 

hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dibidang  hukum 

perdata yang mengikat. Pendekatan hukum normatif dipergunakan untuk 

mengetahui maupun mengkaji mengenai apa yang menjadi tanggung jawab 

investor dalam penanaman modal di Negara Indonesia.  

Data yang dikumpulkan adalah studi dokumen, yaitu mempelajari 

bahan-bahan yang berupa kepustakaan yakni data sekunder. Pertama-tama 

mempelajari  peraturan Hukum berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 

2007 mengenai Penanaman Modal dan mengkaji apa yang menjadi Tanggung 

Jawab dari investor menyangkut soal investasi yang berlangsung di 

Indonesia. Selanjutnya disusun berdasarkan kerangka yang sistematis dalam 

hal ini guna mempermudah dalam menganalisanya.  

 

D. PEMBAHASAN 

1. Tanggungjawab Penanam Modal Asing 
Perusahaan multi nasioal telah berkembang sejak pertengahan Abad 

ke-19, tetapi mulai mendapat perhatian serius setelah melewati paruh kedua 

Abad ke-20. Periode tahun 1960an sampai dengan awal dekade 1970-an 

merupakan masa ketika kebangkitan ekonomi Eropa dan Jepang melahirkan 

kemungkinan persaingan ekonomi yang lebih besar di antara kekuatan-

kekuatan bisnis Eropa, Jepang dan Amerika Serikat.  

Persaingan tersebut terwakili oleh perusahaan-perusahaan 

multinasional mereka yang beroperasi lintasnegara. Keadaan ini terlihat di 

Eropa di mana dominasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat terasa kuat, 

dan di Amerika Serikat di mana perusahaan multinasional asing maupun 

domestik dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan ekonomi dalam 

negeri.
6
 

Data terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan 

kecenderungan peningkatan arus investasi. Secara kumulatif, realisasi 

investasi PMA dan PMDN selama Januari-Desember 2011 adalah Rp. 251,3 

triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 

2010 yang sebesar Rp. 208,5 triliun terdapat peningkatan 20,5%. Investasi 

juga telah menjadi mesin utama pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto 

China. Pertumbuhan ekonomi China memang mengagumkan.  

Pada saat krisis ekonomi menerpa kebanyakan negara di dunia, tatkala 

terjadi resesi global pada tahun 2008-2009, tingkat pertumbuhan PDB China 
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malah dapat mencapai 10,3%. Menurut data NBS Investment Bulletin, 

investasi atas asetaset tetap berjumlah 2,25 miliar Yuan atau setara dengan 

329,64 juta dolar AS. Belajar dari pengalaman China tersebut, pemerintah 

Indonesia perlu berinisiatif untuk mendorong sektor riil melalui kegiatan 

investasi, baik oleh sektor swasta maupun BUMN. Apabila pemerintah dan 

BUMN agresif membelanjakan anggaran untuk investasi jangka panjang 

(multiyears), maka permintaan kredit investasi akan meningkat secara 

signifikan.
7
 

Bagi para penanam modal asing, keberadaan perjanjian internasional 

dirasa lebih bermanfaat bagi kepentingan mereka daripada jika sekedar 

mengacu pada prinsip-prinsip umum hukum internasional; sedangkan bagi 

negara tuan rumah perjanjian internasional merupakan jaminan bahwa, 

sebagai pemegang kedaulatan, ia berhak melakukan pengaturan penanaman 

modal asing. Jadi, di situ ada semacam keseimbangan.
8
  

Penanaman Modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam 

modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing 

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun 

modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing , 

tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk 

menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik 

orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan 

keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali 

di Indonesia. 

Tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 16 yang 

menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk: 

a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Undang-undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

disebutkan bahwa modal adalah segala asset dalam bentuk uang atau 

bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang 

mempunyai nilai ekonomis. 

c. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika 

penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau 

menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanam 

modal meninggalkan atau menghentikan atau menelantarkan kegiatan 

usahanya. Penanam modal harus menyelesaikan kewajibannya 
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seperti membayar segala hutang yang timbul selama kegiatan 

usahanya berjalan, membayar upah/gaji tenaga kerja apabila belum 

dibayar dan serta memenuhi apa yang menjadi hal tenaga kerja 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku/ serta 

mengembalikan segala fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik 

monopoli dan hal lain yang merugikan negara. 

Setiap penanam modal harus menciptakan persaingan usaha yang sehat 

artinya setiap penanam modal/ pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

produksi dan atau pemasaran barang atau jasa harus dilakukan dengan jujur 

atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta penanam modal harus mencegah terjadinya praktek monopoli yaitu 

pemusatan kegiatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan 

dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga 

menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan 

kepentingan umum.  

Dan setiap penanam modal dilarang melakukan hal-hal yang 

merugikan negara seperti: tindakan-tindakan yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak 

pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan 

penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan sehingga 

mengakibatkan kerugian negara. 

  

2. Faktor-faktor apa yang  menjadi kendala dari pelaksanaan Tanggung 

jawab Investor dalam Penanaman Modal di Indonesia 

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap penanam modal harus 

memperhatikan keadaan lingkungan disekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. 

Seperti dalam hal pembuangan limbah/ sisa-sisa barang diproduksi. Apakah 

limbah tersebut mencemari lingkungan terutama kehidupan ikan dan biota 

sungai, dan cerobong asap dari perusahaan tersebut.  

Disini perusahaan harus berusaha mencegah terjadinya polusi udara 

supaya tidak menimbulkan berbagai kerugian bagi perusahaan. Karena asap 

dari perusahaan sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia 

dan mahluk hidup lain yang hidup disekitarnya.  

Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Hak, 

kewajiban, dan tanggungjawab diatur secara khusus guna memberikan 

kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanaman modal terhadap 

prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan 

terhadap tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan.  

Dan pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk 

mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab 
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lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya 

mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-

undangan. 

 

E. PENUTUP 

Tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna 

memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal 

terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan 

penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggungjawab penanam modal 

diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, 

memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban 

tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Ada dua hambatan atau kendala yang dihadapi untuk mendatangkan 

investasi asing, sebagaimana diinventarisasi oleh BKPM, yaitu kendala 

internal dan eksternal. Hal-hal yang termasuk dalam kendala internal adalah: 

kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang 

sesuai;kesulitan memperoleh bahan baku;kesulitan dana/pembiayaan; 

kesulitan pemasaran; dan adanya sengketa atau perselisihan di antara 

pemegang saham.  Sedangkan kendala eksternal, meliputi: faktor lingkungan 

bisnis, baik nasional, regional dan global yang tidak mendukung serta kurang 

menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah; 

masalah hukum;keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor 

eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan 

modal di Indonesia;adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-

undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal.  
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